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ABSTRAK 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, PDI Perjuangan Dapil 

Kalimantan Barat 1 berhak atas dua kursi dari delapan kursi DPR. Adapun urutan perolehan 

suara tertinggi secara berturut-turut pertama, Cornelis memperoleh 285.797 suara, kedua, 

Alexius Akim memperoleh 38.750 suara,  ketiga, Michael Jeno memperoleh 36.243 suara, 

keempat, Maria Lestari memperoleh 33.006 suara. Namun demikian, adanya malapraktik 

yang merugikan dimana terjadi pemecatan dan pengunduran diri calon anggota legislatif 

DPR RI terpilih sebelum ditetapkan sehingga mengubah konfigurasi pengisian legislator.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis malapraktik yang terjadi dalam perolehan suara 

dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1. Analisis menggunakan 

teori malapraktik Pemilu oleh Sarah Birch dalam bukunya electoral malpractice (2011). 

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif analitis melalui pendekatan studi kasus, 

yakni sebuah kasus instrumental tunggal. Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model 

Creswell melalui tahap mengolah data, membaca, mengcoding, menerapkan coding, 

deskripsi dan membuat interpretasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi malapraktik Pemilu yang berpengaruh pada 

penetapan calon terpilih DPR RI untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1, berupa manipulasi 

kerangka hukum Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilu oleh partai politik, 

dilakukan dengan cara menggunakan celah dalam Pasal 426 Undang-Undang No. 7/2017 

tentang Pemilu, apabila calon terpilih yang bersangkutan, meninggal dunia,  mengundurkan 

diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD sebelum ditetapkan oleh 

KPU. Alexius Akim selaku calon terpilih dipecat dan Michael Jeno dipaksa mengundurkan 

diri tanpa alasan yang jelas. Sedangkan manipulasi administrasi, terjadi dalam bentuk 

maladministrasi ajudikasi sengketa Pemilu oleh Bawaslu Kalbar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya malapraktik Pemilu yaitu faktor umum; penyelenggara ad hoc 

memihak/tidak netral, hasil tindak lanjut putusan Bawaslu tidak digunakan, dan faktor 

khusus; adanya konflik internal partai. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan hasil Pemilu harus berdasarkan pada sistem 

Pemilu proporsional terbuka (open list representation) yakni harus kukuh mempertahankan 

calon anggota legislatif terpilih yang telah dipilih oleh masyarakat (pemilih) berdasarkan 

pada hasil perolehan suara terbanyak dari perolehan suara masing-masing calon. Saran yang 

dapat diberikan dalam tulisan ini, ialah perlunya melakukan revisi Undang-Undang No 

7/2017 tentang Pemilu, Pasal 426 yang berkaitan dengan penggantian calon terpilih, agar 

mekanisme pemberhentian calon legislatif terpilih oleh partai politik, diatur di dalam 

Undang-Undang Pemilu, tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

Kata Kunci: Malapraktik, Pemilu, Penetapan Calon Terpilih. 
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ABSTRACT 

In holding the 2019 Legislative Elections, the PDI Perjuangan Dapil West Kalimantan 1 is 

entitled to two seats out of the eight seats in the DPR. As for the order of the highest 

consecutive votes, first, Cornelis received 285,797 votes, second, Alexius Akim received 

38,750 votes, third, Michael Jeno received 36,243 votes, fourth, Maria Lestari received 

33,006 votes. However, there was an adverse malpractice in which there were dismissals and 

resignations of the elected DPR RI legislative candidates before they were determined, thus 

changing the configuration of the filling of legislators. 

This study aims to analyze the malpractice that occurred in the acquisition of votes and the 

determination of election results for the PDI Perjuangan Dapil of West Kalimantan 1. The 

analysis uses the theory of election malpractice by Sarah Birch in her book electoral 

malpractice (2011). The research method uses a qualitative descriptive analysis through a 

case study approach, namely a single instrumental case. Data collection uses in-depth 

interviews and document study techniques. The data analysis technique uses the Creswell 

model through the stages of processing data, reading, coding, applying coding, describing 

and making interpretations. 

The results of this study indicate that election malpractice occurred which affected the 

determination of the elected DPR RI candidate for the PDI Perjuangan Dapil of West 

Kalimantan 1, in the form of manipulation of the legal framework of the laws and regulations 

governing elections by political parties, carried out by using loopholes in Article 426 of Law 

No. . 7/2017 concerning Elections, if the elected candidate in question dies, resigns, and no 

longer fulfills the requirements to become a member of the DPR, DPRD before being 

determined by the KPU. Alexius Akim as the elected candidate was fired and Michael Jeno 

was forced to resign for no apparent reason. Meanwhile, administrative manipulation 

occurred in the form of maladministration adjudication of election disputes by the West 

Kalimantan Bawaslu. The factors that influence the occurrence of election malpractice are 

general factors; ad hoc organizers take sides/not neutral, the follow-up results of Bawaslu 

decisions are not used, and special factors; There is an internal party conflict. 

The conclusion of this study is that the determination of election results must be based on an 

open proportional election system (open list representation), that is, it must be persistent in 

defending the elected legislative candidates who have been elected by the public (voters) 

based on the results of the most votes obtained from the votes acquired by each candidate. 

The advice that can be given in this paper is the need to revise Law No. 7/2017 concerning 

Elections, Article 426 relating to the replacement of elected candidates, so that the 

mechanism for dismissing elected legislative candidates by political parties is regulated in 

the Election Law, the aim so that no one is harmed. 

Keywords: Malpractice, Election, Determination of Elected Candidates. 
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